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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “ Pemenuhan Kewajiban Natkah Suami Berstatus Narapidana
Menurut Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas I Surabaya di Porong)” merupakan penelitian lapangan untuk
menjawab pertanyaan tentang Bagaimana pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus
narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Surabaya di Porong, Bagaimana
Tinjauan Hukum Islam terhadap pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus
narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya di Porong dan Bagaimana
Tinjaun Hukum Positif terhadap pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus
narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya di Porong.

Data penelitian dihimpun melalui wawancara dan dokumentasi yang menunjukkan
bahwa suami berstatus narapidana dalam pemenuhan kewajibannya dalam memberikan
nafkah selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik menggunakan teknik analisis
deskriptif, yakni sebuah metode yang menggambarkan dan menafsirkan data yang telah
terkumpulkan pola pikir induktif.

Dari hasil penelitian tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa pertama,
berdasarkan hasil penelitian terhadap suami berstatus narapidana yang ada di Lembaga
Pemasyarakatan Bahwa seorang suami berstatus narapidana masih bisa memberikan
nafkah sesuai dengan kemampuannya. Nafkah yang diperoleh dari pembinaan
kemandirian yang mereka kerjakan di Lembaga Pemasyarakatan yang bekerja sama
dengan pihak ketiga mereka mendapatkan upah atas pekerjaan yang mereka lakukan.
Nafkah juga diperoleh dari hasil usaha yang dikelola oleh istri. Kemudian untuk nafkah
atas usaha yang ada di rumah adalah setiap hari hasil dari keuntungan usaha tersebut dan
ada juga seorang suami berstatus narapidana tidak bisa memberikan nafkah. Jadi istri
yang bekerja atas ijin suami. Kedua, bahwa suami yang berada di penjara tetap
berkewajiban memberikan nafkah terhadap istrinya sesuai dengan kemampuannya.
Dalam hal pemenuhan nafkah suami berstatus narapidana tidak bertentangan/ sesuai
dengan hukum Islam. Islam memberikan solusi kemudahan bahwa nafkah sesuai dengan
kemampuannya. Ketiga, bahwa berdasarkan KHI, UU Perkawinan nafkah yang diberikan
kepada istri sudah sesuai dengan KHI dan UU Perkawinan adalah sesuai dengan
kemampuan suami. Tetapi, dalam UU nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan
terlaksana, dalam pasal 14 ayat 1 huruf g yaitu : “mendapatkan upah atau premi atas
pekerjaan yang dilakukan”. Sudah terlaksana bagi pembinaan kemandirian yang bekerja
sama dengan pihak ketiga dan tidak terlaksana bagi pembinaan kemandirian yang
terdapat dari Lembaga Pemasyarakatan yang tidak bekerja sama dengan pihak ketiga.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan: Pertama, dalam pelaksanaan
UU nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Belum bisa terlaksana semua,
terutama pada hal upah pada narapidana atas pekerjaan yang dilakukan sehingga ada
pembedaan dalam hal upah, tidak semua yang mengikuti pembinaan mendapatkan upah
atas pekerjaan yang mereka lakukan. Hanya yang bekerja sama saja dengan pihak ketiga
yang mendapatkan upah. Seharusnya, UU nomor 12 tahun 1995 tentang
pemasyarakatan dalam hal upah seharusnya bisa terlaksana, sehingga seorang narapidana
yang telah berkeluarga bisa memberikan nafkah terhadap istri.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah limpahan rahmat, dan salah satu tanda cinta dan
kasih sayang.! Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
ditegaskan pada pasal 1 yaitu: Perkawinan ialah ikatan lahir batin
antara seorang pria dengan seorang Wwanita sebagai suami istri
dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia
dan kekal berdasarkan Keutuhan Yang Maha Esa. Penjelasan umum
atas UU No. 1 Tahun 1974 ayat ( 4 ) huruf a, menyebutkan bahwa tujuan
perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu
suami perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat
mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan
spiritual dan materil. Ditegaskan dalam kompilasi hukum Islam pasal 3
bahwa: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga

yang saki>nah, mawaddah, warah{mah.?

Perkawinan menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara
suami dan istri. Perkawinan mempunyai tujuan yang sangat mulia yaitu
membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa. Untuk itu perlunya diatur tentang hak dan kewajiban

1 Mahmud Al-Shabbagh, Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 1994), 121.

2 Dakwatul Chairah, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press,
2014), 75.



suami istri. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami istri
terpenuhi, maka dambaan suami istrinya akan terwujud.
Adapun hak dan kewajiban suami istri ada 3 macam:
A. Hak dan kewajiban bersama suami dan istri, seperti:
a.  Hak mencintai, suami istri wajib saling cinta mencintai.
b.  Saling waris mewarisi
c.  Saling menjaga rahasia
2. Hak istri sebagai kewajiban suami, seperti kebutuhan yang bersifat
kebendaan, misalnya:
a. Sandang ( pakaian)
b. Papan ( tempat tinggal )
c. Pangan (kebutuhan pokok) sesuai kemampuan suami.
Kebutuhan yang bukan hak kebendaan misalnya:
a. Nafkah batin
b. Mendapatkan pendidikan yang layak.*

3. Hak suami sebagai kewajiban istri, seperti: isteri harus taat/patuh pada
suami sepanjang suami tidak memerintahkan maksiat/melanggar
ketentuan Allah SWT.®> Terdapat dalam huruf b hak istri sebagai
kewajiban suami, Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada
istrinya, baik belanja rumah-tangga sehari-hari, pakaian, perumahan

maupun perabotan rumah-tangga yang diperlukan.

3 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut:Perundangan, Hukum Adat,
Hukum Agama, ( Bandung: CV Mandar Maju, 2007), 102.

4 1bid., 76.

5 Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2012), 185.



Hal ini berdasarakan firman Allah SWT di dalam surat Al-Bagarah ayat
233 :5
PO or 2,823 & s 54 g st st 1,18 Iz
Gald V) i GO Y O Sgaadl Fa8sns 1455, U i) e
Artinya : Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada
para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani
melainkan menurut kadar kesanggupannya.
Yang dimaksud para ibu dalam surat Al-Bagarah ayat 233
adalah istri-istri, sedangkan yang dimaksud dengan ayah adalah
suami-suami. Yang dimaksud dengan nafkah, berarti mengeluarkan biaya.

Ini menjadi kewajiban, karena tiga hal: karena hubungan keluarga, karena

pemilikan ( hamba sahaya ), dan karena perkawinan. ’

Nafkah sudah menjadi ketetapan Allah SWT atas para suami,
bahwa mereka wajib menunaikannya kepada istri dan anak-anaknya
sesuai dengan kemampuannya. Pada masa sekarang ini tuntutan untuk
kehidupan sehari-hari semakin banyak, banyak suami yang melakukan
kejahatan hanya untuk memenuhi kewajiban nafkah kepada istri dan
anak-anaknya agar mereka merasa cukup dalam memenuhi kehidupan
dan mengakibatkan si suami bertindak nekad untuk melakukan
kejahatan/pelanggaran hukum yang mengakibatkan suami ini dipenjara
sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan. Karena perbuatan yang

dia lakukan dia menjadi terpidana yang menjalani pidana hilang

& Moch. As’ad Thoha, Dkk, Figih, ( Surabaya: CV. Sahabat Ilmu, 1993 ), 171.
" A. Mudjab Mabhalli, Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya, ( Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008),

550.



kemerdekaannya di lembaga pemasyarakatan itu yang disebut dengan

narapidana.

Suami yang ada di lembaga pemasyarakatan mereka menjalani
hukuman atas apa yang mereka perbuat dan mereka dibina agar
menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri
dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali
oleh  lingkungan = masyarakat, dapat aktif Dberperan  dalam
pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara
yang baik dan bertanggung jawab.

UU nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang
terdapat pada pasal 14 yaitu :

(1) Narapidana berhak:
a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
b. mendapat perawatan, baik perawatan ro hani maupun jasmani;
c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
e. menyampaikan keluhan;
f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa
lainnya yang tidak
dilarang;
g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu
lainnya;
I. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
J. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi
keluarga;
k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
I. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Terkadang kenyataan yang ada dalam UU ini berbanding terbalik

dengan kenyataan yang ada dalam lapas tidak semua bisa diterapkan pada

8 UU nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 14.



kenyatan yang ada dalam lapas. Meskipun suami berada di lembaga
pemasyarakatan, suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada
istri dan anak-anaknya. Di dalam lembaga pemasyarakatan terbatasnya
tingkah laku seorang narapidana serta hilangnya kemerdekannya itu yang
membuat suami berstatus narapidana tidak bisa mencukupi kehidupan
istri dan anak-anaknya. Beruntunglah bagi seorang istri yang suaminya
meninggalkan usaha yang ada di rumah, dengan adanya harta simpanan
yang bisa mencukupi istri dan anak-anaknya selama suami berada di
lapas. Lalu bagaimana dengan suami yang tidak meninggalkan harta
simpanan untuk biaya istri dan anak-anaknya atau tidak
meninggalkan barang milik suami yang bisa dijual untuk memenuhi
kehidupan sehari-hari istri dan anak-anaknya.

Dengan keadaan suami yang seperti ini istri menjadi tulang
punggung keluarga, istri boleh membantu suami dalam hal mencari
nafkah tetapi suami tetap berkewajiban memberikan nafkah. Dalam
perkiraan nafkah menurut kalangan Mazhab Hanafi terdapat dua pendapat.
Pertama, diperhitungkan berdasarkan kondisi suami-istri, dan yang kedua
dengan berdasarkan kondisi suami saja. Dengan pendapat yang kedua

dengan berdasarkan kondisi suami.



Jadi, bagi suami narapidana nafkah terhadap keluarganya
memberi nafkah menurut kemampuannya. Sebagaimana dijelaskan
dalam Al-Qur’an surat At- t{ala<q ayat 7:°

V‘Lw-‘—”‘d-&y S E ‘u&‘—wl-’@)) )”u’jgwu’w);o‘*ﬂ

BET L

Artinya : Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut
kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah
memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah SWT kepadanya.
Allah SWT tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan
sekedar apa yang Allah SWT berikan kepadanya.

Pengaturan nafkah dalam kompilasi hukum islam ( KHI ) dapat
dilihat dalam pasal 80 ayat ( 2 ) dan ayat (4 ) KHI, yaitu bahwa suami
wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu  keperluan
hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan
penghasilannya, suami menanggung:

a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.

b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi
istri dan anak.

c. biaya pendidikan bagi anak.®

Sedangkan pengaturan nafkah dalam undang-undang No 1
Tahun 1974 tentang perkawinan ( UU Perkawinan ) dapat dilihat
dalam pasal 34 ayat 1 UU Perkawinan. Dalam pasal 34 ayat 1
dijelaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan

segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan

® Muhammad Jawad Mughniyah, Figh Lima Madzhab, ( Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996 ),
423.
10 Abd. Rahman Ghazaly, Figh Munakahat, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), 161.



B.

kemampuannya. Dalam UU Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya
nafkah yang harus diberikan, tetapi hanya dikatakan sesuai dengan
kemampuan si suami. Lalu bagaimana apabila si suami ini berada
dipenjara bagaimana pemenuhan nafkah terhadap keluarganya ?

Salah satu alasan penulis dalam memilih penelitian di lembaga
pemasyarakatan adalah penulis ingin tau bagaimana pemenuhan
nafkah suami narapidana terhadap keluarganya, sedangkan dia penjara,
dia juga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami karena
terbatasnya tingkah laku yang diperhatikan oleh petugas lembaga
pemasyarakatan.

Atas dasar persoalan di atas, penulis merasa tertarik untuk
membahas dan mengangakat judul dalam sebuah skripsinya. Dalam hal
ini  penulis ingin mengetahui apakah seorang  suami berstatus
narapidana dapat melaksanakan kewajibannya untuk memberi nafkah
terhadap keluarganya.

Sehingga judul yang diangkat penulis dalam skripsi ini adalah
Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Menurut
Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Lembaga

Pemasyarakatan kelas | Surabaya di Porong ).

Identifikasi dan Batasan Masalah



1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah-masalah

sebagai berikut:

a.

2.

Kewajiban suami dalam memberikan nafkah terhadap keluarga
menurut hukum Islam

Seorang suami berstatus narapidana dalam memenuhi kewajiban
nafkah terhadap keluarganya

Tinjaun Hukum Islam terhadap pemenuhan kewajiban nafkah
suami berstatus narapidana

Tinjauan Hukum Positif terhadap pemenuhan kewajiban nafkah

suami berstatus narapidana

Batasan Masalah

Dengan adanya suatu permasalahan di atas, maka untuk

memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi

pada masalah-masalah berikut ini:

a.

Pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana di
lembaga pemasyarakatan kelas | Surabaya di Porong

Tinjauan Hukum Islam terhadap pemenuhan kewajiban nafkah
suami berstatus narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas |
Surabaya di Porong

Tinjauan hukum positif terhadap pemenuhan kewajiban nafkah
suami berstatus narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas |

Surabaya di Porong



C. Rumusan Masalah
Sebagai upaya sistematisasi dalam pembahasan dan pengelolaan data,
maka masalah akan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana
di Lembaga Pemasyarakatan kelas | Surabaya di Porong ?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pemenuhan kewajiban
nafkah suami berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas
| Surabaya di Porong?

3. Bagaimana Tinjaun Hukum Positif terhadap pemenuhan kewajiban
nafkah suami berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas

| Surabaya di Porong?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian di Lembaga Pemasyarakatan kelas
| Surabaya ini pada dasarnya untuk mengetahui perbedaan dari penelitian

hukum sebelumnya diantaranya:
Skripsi Halimatus Sya’diyah dengan judul “ Realisasi Kewajiban
Nafkah Perkawinan Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel
Surabaya Dalam Tinjauan Hukum Islam. Dalam skripsi ini membahas
tentang adapun realisasi kewajiban nafkah mahasiswa fakultas Syariah
mereka telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai suami istri.

Namun pemberian nafkah yang secara tidak langsung adalah pemberian
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atau jaminan dari orang tua karena mereka mereka masih sangat
bergantung kepada orang tuanya.'!

Skripsi Aisy Soraya dengan judul “Upaya Pemenuhan Nafkah
Batin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Narapidana Di Lembaga
Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin”. Dalam skripsi ini membahas
tentang pemenuhan nafkah batin suami narapidana terhadap istrinya.
Tidak adanya sarana untuk melakukan pemenuhan nafkah batin suami
isteri  yang menjadi penghuni LP Teluk Dalam Banjarmasin
mengakibatkan perselingkuhan, serta perceraian karena tidak bisa
melakukan hubungan seksual selama suami istri tersebut berada di LP
teluk dalam banjarmasin. Skripsi ini sama-sama membahas tentang nafkah
suami yang berada di lembaga pemasyarakatan.

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi terdahulu yang berjudul
“Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan Rumah
Tangga Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam
Banjarmasin” , diantaranya:*2
1. Dalam skripsi ini ingin mengetahui tentang pemenuhan kewajiban
nafkah suami narapidana. Nafkah yang dibahas di skripsi ini adalah nafkah

lahir sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang nafkah batin.

11 Halimatus Sya’diyah, “Realisasi Kewajiban Nafkah Perkawinan Mahasiswa Fakultas Syariah
IAIN Sunan Ampel Surabaya Dalam Tinjauan Hukum Islam”, (skripsi-lIAIN Sunan Ampel,
Surabaya, 2009)

12 Aisy Soraya, “Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga
Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin”, (skripsi-lIAIN Antasari,
Banjarmasin, 2013)
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2. lokasi dalam skripsi ini adalah lembaga pemasyarakatan kelas |
Surabaya di Porong sedangkan skripsi terdahulu di lembaga
pemasyarakatan teluk dalam banjarmasin.

Skripsi Elis Sofiyah dengan judul * Perspektif Hukum Islam
Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Terpidana”, ( Rutan Medaeng ).
Dalam skripsi ini membahas tentang syarat-syarat untuk bisa
melaksanakan CMK ( Cuti Mengunjungi Keluarga ). Serta skripsi ini
konsep hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan menurut imam
syafi’i.t?

Adapun perbedaan skripsi yang ini dengan skripsi terdahulu yang
berjudul

“ Perspektif Hukum Islam Terhadap Hak dan Kewajiban Suami

Terpidana”, ( Rutan Medaeng ) diantaranya:

1. Skripsi terdahulu berlokasi di Rutan Medaeng, sedangkan skripsi ini
berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas | Surabaya di Porong.
Menurut bapak parna’ selaku sipir di Rutan Medaeng, beliau
mengatakan bahwa perbedaan Lapas dengan Rutan itu berbeda,
perbedaannya adalah bahwa penghuni Rutan itu tersangka atau

terdakwa, yang belum dijatuhi putusan hakim yang belum

berkekuatan  hukum tetap, sedangkan penghuni Lembaga

13 Elis Sofiyah, “Prespektif Hukum Islam Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Terpidana”, (
Rutan Medaeng ), (skripsi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2005)
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Pemasyarakatan adalah narapidana/terpidana yang sudah dijatuhi
putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.'*

2.  Dalam skripsi ini membahas tentang pemenuhan kewajiban nafkah
suami berstatus narapidana menurut Tinjauan Hukum Islam dan
Hukum Positif, sedangkan skripsi terdahulu membahas tentang
syarat-syarat untuk bisa melaksanakan CMK ( Cuti Mengunjungi
Keluarga ). Serta konsep hak dan kewajiban suami istri dalam
perkawinan menurut imam syafi’i.

3. Dalam skripsi ini lebih spesifik ( Bersifat Khusus ) pada kewajiban
nafkah lahir sedangkan skripsi terdahulu tentang hak dan kewajiban
yang sifatnya masih umum.

E. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan pokok masalah yang telah dirumuskan, penelitian
ini tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan kewajiban nafkah suami
berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas | Surabaya di
Porong.

2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang
pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas | Surabaya di Porong.

4 Parna’, Wawancara, Rutan Medaeng, 28 September 2017.
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3. Untuk mengetahui bagaimana Tinjaun Hukum Positif tentang
pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas | Surabaya di Porong.

F. Kegunaan Hasil Penelitian
1. Dari Aspek Teoretis
Skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran
bagi khasanah ke ilmuwan, khususnya bagi disiplin llmu Hukum Keluarga
Islam dalam hal pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana.
2. Dari Aspek Praktis
a. Bagi Masyarakat
Dengan penelitian ini diharapkan masyarakat memperhatikan nasib
keluarga narapidana di sekitar mereka.
b. Bagi Lembaga Pemasyarakatan
Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Lembaga
Pemasyarakatan dalam meningkatkan pelayanan, sehingga
terwujudnya penerapan Pasal 14 Undang-undang pemasyarakatan
(UU No 12 Tahun 1995).
C. Bagi UIN Sunan Ampel Surabaya
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata
pelaksanaan hukum di Lembaga Pemasyarakatan sehingga dapat

menjadi bahan pertimbangan bagi UIN Sunan Ampel Surabaya
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sebagai sebuah lembaga pendidikan dalam menentukan kurikulum

agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan agar tidak terjadi

kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka di

bawah ini penulis rumuskan beberapa definisi operasional dari variable

sebagai berikut :

Kewajiban Nafkah

Suami Berstatus Narapidana

: Tanggung jawab utama seorang suami
yang harus diberikan kepada istri untuk
memenuhi kehidupan sehari-hari kepada
keluarganya yang berupa keperluan
pokok itu adalah berupa makanan,

pakaian dan tempat tinggal.'®

:Pemimpin  keluarga/seseorang  yang
bertanggung jawab atas keluarganya yang
di penjara yang berstatus sebagai
narapidana. Yang menjalani hukuman
selama 5 tahun karena perbuatannya yang

melanggar  hukum, yang  hilang

15 Djaman Nur, Figih Munakahat, ( Semarang: CV. Toha Putra, cet I, 1993). 101.



Hukum Islam

Hukum Positif

H. Metode Penelitian

1. Obyek dan Lokasi Penelitian
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kemerdekaannya, berada di Lembaga
Pemasyarakatan.

Dalam skripsi ini sumber yang
digunakan dalam mengkaji permasalahan
adalah Al-Qur’an, dan pendapat ulama
yang mengatur tentang nafkah suami
yang diberikan kepada istri dan tentang
ketentuan nafkah menurut 4 mazhab.

Hukum vyang sedang berjalan atau
berlaku saat ini juga pada suatu negara.
Dalam skripsi ini sumber yang digunakan
dalam mengkaji permasalahan adalah
Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU
Nomor 1 Tahun 1974, UU Nomor 12
Tahun 1995 tentang pemasyarakatan

pasal 14.

Penelitian bersifat penelitian lapangan yang berlokasi di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas | Surabaya di Porong.
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2. Subyek Penelitian

Pelaksanaan penelitian mengambil subyek penghuni Lembaga
Pemasyarakatan Kelas | Surabaya di Porong yang menjadi narapidana.
Dimana narapidana tersebut adalah suami berstatus narapidana yang telah
berkeluarga dan masa pidananya 5 tahun / lebih. Karena, sebagai mana
yang di tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor
1 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan dalam pasal 19 huruf C yaitu: salah satu pihak
mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat
setelah perkawinan berlangsung, termasuk badan atau lembaga yang ada
kaitannya dengan kewajiban suami berstatus narapidana dalam
memberikan nafkah terhadap keluarga. Mereka semua sebagai informan.
3. Data yang dikumpulkan

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan ialah data yang
berkenan dengan bagaimana pemenuhan kewajiban nafkah suami
berstatus narapidana.
4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, sumber data (atau dalam penelitian
hukum disebut dengan bahan hukum) yang digunakan dalam penulisan

skripsi penelitian ada dua sumber, meliputi:
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a. Sumber data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari

sumber pertama'® yaitu penjelasan yang didapat dari narapidana yaitu:

Rozak kasus pencurian, Suprianto kasus kriminal, Kemas Sulaiman

kasus narkoba, Rianto kasus perampokan, Agus syahputra kasus

penipuan, Ghozali kasus pembunuhan, yang berada di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya di Porong.

b. Sumber data sekunder, penjelasan yang didapat dari petugas yang

bernama Bapak Projo Hirwono, Bc IP, Sos. Kabid Pembinaan yang

ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas | Surabaya di Porong.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview, yaitu melakukan wawancara secara langsung dengan
pegawai di Lembaga Pemasyarakatan kelas | Surabaya di Porong.

a. Dokumentasi Menurut Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan
catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk
tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.’

Dokumen yang berbentuk tulisan yaitu: buku panduan dari

Lembaga Pemasyarakatan Kelas | Surabaya di Porong, dokumen
yang berbentuk gambar yaitu: foto mengenai tempat Lembaga

Pemasyarakatan Kelas | Surabaya di Porong.

16 Amiruddin, Zainal Arifin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2004), 30.

17 Rayendra, “Metode- Penelitian-menurut-sugiyono™, dalam blogspot.co.id/2015/06/Metode-
penelitian-menurut-sugiyono-2013. html?m=1, diakses pada 20 Maret 2018.



18

6. Teknik Pengolahan Data
a. Pengeditan
Peneliti akan melakukan pengecekan atau pengoreksian data
yang telah dikumpulkan. Pengeditan merupakan pekerjaan
memeriksa kembali informasi yang telah diterima peneliti.*®
Perlunya di lakukan pengeditan untuk menghilangkan kesalahan-
kesalahan yang terdapat pada pencatatan dan bersifat koreksi.
b. Pengolahan
Setelah data didapatkan Penulis memilah-milah terhadap
informasi data yang dikumpulkan agar terdeteksi kesesuaian dan
keruntutan data tersebut, kemudian mengolahnya menjadi bab-bab
yang sistematis.
7. Teknis Analisis Data
Teknis analisis data yang diambil oleh peneliti yaitu
menggunakan “deskriptif analistis” yaitu merupakan metode analisiS
yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal apa
adanya, dengan pola pikir induktif.
Langkah kongkrit untuk menerapkan teknis analisis data ini
adalah untuk mengungkapkan tentang bagaimana pemenuhan kewajiban
nafkah suami berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas |

Surabaya di Porong Menurut Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif.

18 Masruhan, Metodelogi Penelitian (Hukum), ( Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014 ), 197.
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Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penulisan skripsi ini mudah di pahami
dan terarah pada pokok persoalan, maka diperlukan sistematika
pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, memuat tentang pendahaluan yang berisi latar
belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian
pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional,
metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua, tinjauan umum tentang nafkah, bab ini merupakan
landasan teori, yang terdiri: pengertian nafkah, kewajiban suami memberi
nafkah menurut hukum Islam, kewajiban suami memberi nafkah menurut
hukum positif.

Bab ketiga, merupakan bab selanjutnya dalam pembuatan skripsi
ini yang berisi tentang bagaimana pemenuhan kewajiban nafkah suami
berstatus narapidana yang bersifat materil (studi kasus di lembaga
pemasyarakatan kelas | Surabaya di Porong). Bab ketiga ini merupakan
laporan tentang penelitian, yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan
kelas | Surabaya di Porong, dan terdiri dari : sejarah berdirinya, demografi,
struktur bangunan, struktur organisasi, sarana dan prasarana.

Bab keempat, memaparkan analisis data, berisi tentang
pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana, tinjauan hukum

Islam terhadap pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana,



20

dan tinjauan hukum positif terhadap pemenuhan kewajiban nafkah suami
berstatus narapidana.
Bab kelima, merupakan penutup yang di dalamnya terdapat

kesimpulan dan saran.



BAB |1
LANDASAN TEORI

A. Pengertian Nafkah

Kata ‘nafkah’ diambil dari kata nafagah. Sedangkan kata nafaga<t
adalah bentuk jama’ dari kata nafagah yang artinya semua yang
diusahakan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya atau
kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, minuman dan lainnya.l
Nafkah secara umum adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan
oleh seseorang untuk keperluan hidup orang lain, seperti istri, anak, orang
tua dan keluarga, dan sebagainya.? Adapun yang dimaksud adalah
pemberian nafkah untuk istri, nafkah istri diwajibkan bagi suaminya.®
Tanggung jawab mencari dan menyediakan nafkah keluarga adalah ayah
(suami).* Demi memenuhi keperluannya berupa makanan, pakaian,
perumahan (termasuk perabotannya), pembantu rumah tangga dan
sebagainya, sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku pada

masyarakat.>

Nafkah ~ menjadi hak istri atas suaminya sejak mendirikan
kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu syariat Islam menetapkan, baik

istri kaya ataupun fakir dalam firman Allah SWT surat At- t{ala<q ayat 7:

1 Ash-Shan’ani, Muhammad bin Islam Al-Amir, Subul As-Syarh Bulugh Al-Maram, ( Jakarta
Timur: Darus Sunnah Press, 2015), 167.

2 Muhammad Bagir al Habsyi, figh Praktis, ( Bandung: Mizan, 2002), 136.

3 Sayyid, Sabiqg, Figh Sunnah, (Jakarta Pusat: Darul Fath, 2004), 451.

4 Mufidah, Ch, Psikologi Keluarga Islam, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 127.

5 Muhammad Bagir al Habsyi, figh Praktis..., 136.

21
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Artinya : Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut

kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya
hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah
SWT kepadanya. Allah SWT tidak memikulkan beban kepada
seseorang melainkan sekedar apa yang Allah SWT berikan
kepadanya.

Suami bertanggung jawab menafkahi istri, baik berupa

makanan, minuman, pakaian, maupun tempat tinggal. Ini disesuaikan

dengan kondisi suami, sebagaimana tercantum dalam ayat Allah SWT

tidak membebani hamba, kecuali sesuai kesanggupannya. Tidak ada

bedanya antara suami yang kaya atau yang susah karena ayat tersebut

tidak membedakan antara keduanya.®

B. Kewajiban Suami Memberi Nafkah Menurut Hukum Islam

Tanggung jawab suami untuk memberikan

nafkah pada

dasarnya karena dia memiliki kemampuan untuk bekerja dan berusaha,

sedangkan wanita (istri), bertanggung jawab merawat anak-anaknya, di

samping mengurus urusan rumah. Hal-hal inilah yang biasanya

menghalangi mereka untuk bekerja, karena apabila mereka bekerja,

dikwatirkan tidak terpenuhinya kewajibannya sebagai seorang istri.

Allah SWT berfirman, “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang

dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Hak-hak istri harus

® Ali bin Sa’id Al-Ghamidi, Fikih Wanita, ( Solo: Aqwam, 2016 ), 201-202.
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didahulukan ketimbang kewajibannya. Seperti, nafkah, sandang dan papan

adalah hak istri yang harus dipenuhi seorang suami.’

Allah SWT berfirman, dalam Surat An-Nisa< ‘ ayat 34:
A5 e AT g s o i B (8 G el o 05058 s
Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh
karena Allah SWT telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki)

atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki)
telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.

Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk
perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh
karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi
kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan
istri. Dasar kewajibannya terdapat dalam Al-Qur’an terdapat dalam

beberapa ayat.

Diantara ayat Al-Qur’an yang menyatakan kewajiban perbelanjaan

terdapat dalam surat al-Bagarah (2) ayat 233:8

g

PR IR - a %% 3. 823 /C w0l st e = sate a1 108 1o
Sai ¥ Galg V) el GISS Y D 9y B5ns3 48, A 503 e
: 9:533;; ﬂ gjj}; ‘gj Uﬁ:’j}i 2.1./5\3

Artinya : Kewajiban ayah untuk memberikan belanja dan pakaian untuk
istrinya. Seseorang tidak dibebani kecuali semampunya,
seseorang ibu tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya,
dan seorang ayah tidak akan mendapat kesusahan karena
anaknya.

" M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, Figih Cinta Kasih Rahasia Kebahagian Rumah Tangga, ( Kairo
Mesir: Erlangga, 2008), 31.
8 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, ( Jakarta: Kencana, 2014), 166.
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Dalam surat al-Bagarah (2) ayat 233. Dijelaskan bahwa kewajiban
memberi nafkah menurut kemampuannya.® Diantara ayat yang mewajibkan

perumahan (tempat tinggal) adalah surat At- t{ala<q (65) ayat 6:1°

s of- s, & i\ oo ° L TR P L F
quf*ﬁw‘y}v{bj@w 180, Ao O'fc,rf‘f, \

Artinya : Beri kediamanlah mereka (istri-istri) di mana kamu bertempat
tinggal sesuai dengan kemampuanmu.

Dalam bentuk sunnah terdapat dalam beberapa hadis Nabi,
diantaranya dari Abu Mas’ud al-anshari bahwa Nabi Muhammad saw.

Bersabda,*

Zio . 8T o L Z.x L5 4. Za4x TN N
bwﬂ&gwﬁ)mﬂﬁ&&ublw\ o)

“Apabila seorang muslim memberi nafkah kepada keluarganya
dengan ikhlas, maka yang demikian itu merupakan sedekah
baginya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Adapun syarat bagi perempuan berhak menerima nafkah adalah
sebagai berikut:?

1. Ikatan perkawinan sah.

2. Menyerahkan dirinya kepada suaminya.

3. Suaminya dapat menikmati dirinya.

4. Tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki
suaminya. (kecuali kalau suami bermaksud yang merugikan isrti
dengan membawanya pindah, atau membahayakan keselamatan
diri dan hartanya).

5. Kedua-duanya saling dapat menikmati.

Jika salah satu syarat-syarat tidak terpenuhi, maka ia tidak wajib

diberi belanja. Karena jika ikatan perkawinannya tidak sah bahkan batal,

® Abdul Malik, Figih Islam, ( Suhong: Percetakan Ofset, 2008), 186.

19 1bid, 166.

11 Abdul Halim Abu Syuqgah, Kebebasan Wanita, ( Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 164.
12 Abdul Kholiq syafa’at, Hukum Keluarga Islam, ( Surabaya: UIN SA Press, 2014 ), 196.
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maka wajiblah suami-istri tersebut diceraikan, guna mencegah timbulnya
bencana yang tidak dikehendaki.'®* Demikian pula jika si istri belum siap
atau tidak bersedia memenuhi keinginan suaminya untuk melakukan
hubungan seksual, atau menolak keinginan suaminya untuk pindah ke
rumah kediaman yang telah disediakan, maka tidak ada kewajiban si

suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya tersebut.!*

Ketentuan seperti itu dikuatkan oleh kenyataan bahwa ketika Nabi
Muhammad saw, menikah dengan Aisyah r.a, beliau tidak memberinya
nafkah kecuali setelah lewat dua tahun kemudian, yaitu ketika Aisyah r.a,
beliau tidak ada pula riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad
saw, “merapel” (membayarkan sekaligus) nafkah untuk Aisyah r.a atas

masa dua tahun sebelumnya, ketika mereka belum berkumpul.®

Istri tidak berhak menerima nafkah jika ia pindah dari rumah
suaminya ke tempat lain tanpa izin suami yang dapat dibenarkan secara
hukum atau bepergian tanpa izinnya atau melakukan ihram ibadah haji
tanpa izin suami. Jika istri pergi dengan seizin suami atau melakukan
ihram dengan izinnya atau pergi bersama-sama dengannya, maka hak

nafkahnya tidaklah gugur.®

Begitu juga istri tidak berhak menerima nafkah, apabila ia menolak

berhubungan dengan suaminya di tempat tinggal yang sama, padahal

13 Ibid, 196.

14 Muhammad Bagir, Figih Praktis Panduan Lengkap Muamalah, ( Jakarta Selatan: Noura (PT
Mizan Publika, 2016), 186.

15 Ibid, 186.

16 Abdul Kholiq syafa’at, Hukum Keluarga...,198.
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sebelumnya ia tidak meminta pindah dari rumah tersebut ke tempat lain
yang tidak pernah ditolak oleh suaminya. Begitu pula dengan istri yang
dipenjara karena kejahatan atau karena tindakan sewenang-wenang, maka
ia tidak berhak menerima nafkah. Kecuali kalau ia di penjara karena utang

kepada suaminya.’

Sebab dalam hal ini suaminyalah yang meluputkan haknya. Begitu
juga dengan seorang istri yang keluar untuk bekerja sedangkan suaminya
melarang tetapi ia tetap tidak menghiraukannya maka ia tidak berhak
untuk memperoleh nafkah. Wajibnya memberi nafkah jumhar fugaha<’
sependapat atas wajibnya memberi nafkah, namun mereka berbeda

pendapat tentang perkara yaitu:

1. Waktu Wajib Nafkah

Mazhab Maliki berpendapat bahwa nafkah menjadi wajib atas
suami apabila ia telah menggauli istrinya, sedangkan istri tersebut

termasuk orang yang dapat digauli, dan suami pun telah dewasa.8

Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i berpendapat, bahwa suami
yang belum dewasa wajib memberi nafkah apabila istri telah dewasa.
Tetapi jika suami telah dewasa dan istri belum, maka dalam hal ini,

Mazhab Syafi’t mempunyai dua pendapat:

Pertama, sama dengan pendapat Imam Malik

7 1bid, 199.
8 lbnu Rusyd, Tarjamah Bidayatu’l Mujtahid, ( Semarang: Cv Asy Syifa, 1990), 462.
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Kedua, istri tetap berhak memperoleh nafkah  bagaimanapun

keadaanya.'®
2. Orang yang Menerima Nafkah

Fugaha<’  seperti, Asy sya’bi, Hammad, Malik, Al Auza’i,
Syafi’i serta Abu tsaur, sependapat bahwa nafkah tersebut untuk istri
yang merdeka dan tidak membangkang (nusyiz). Jika istri
membangkang, ada yang berpendapat bahwa istri yang membangkang
tidak berhak memperoleh nafkah. Tetapi ada yang berpendapat bahwa
istri yang membangkang tetap berhak memperoleh nafkah. Apabila

istri nusyiiz hamil.?

Rasulullah saw bersabda:
w0l @ ste o g sde Gl asf.
Soadl feSnss 138, 1S A5

“Dan bagi istri-istri atasmu tanggungan rezeki dan pakaian mereka
dengan cara yang ma’ruf.” (HR. Abu Dawud dan Ibn Majah)

3. Orang yang Wajib Membayar Nafkah

Fugaha<’ sependapat bahwa nafkah itu wajib atas suami yang

merdeka dan berada di tempat. 2* Dalam hal pemberian nafkah mungkin

19 Arifin, Menikah Untuk Bahagia, ( Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), 124.
20 |bid, 125.
21 |bid,125.
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terjadi suatu waktu suami tidak dapat melaksanakannya kewajibannnya

dan di lain waktu dia mampu melakukannya kewajibannya itu.

Dalam hal apakah kewajiban suami hanya berlaku pada
waktu ia mampu atau dalam artian bersifat temporal atau
kewajibannya itu tetap ada, namun dalam keadaan tidak mampu,
kewajiban nafkah yang tidak dilaksanakannya itu merupakan utang
baginya atau bersifat permanen. Hal ini menjadi perbincangan di

kalangan ‘ulama<’.

jumhzzr ‘ulama<’ berpendapat bahwa kewajiban nafkah bersifat
tetap atau permanen. Bila dalam waktu tertentu suami tidak menjalankan
kewajibannya, sedangkan dia berkemampuan untuk membayarnya, maka
istri dibolehkan mengambil harta suaminya sebanyak kewajiban yang

dipikulnya.??

Selanjutnya menurut jumhar ‘ulama<’ bila suami tidak
melaksanakan kewajiban nafkahnya dalam masa tertentu, karena ketidak
mampuannya, maka yang demikian adalah merupakan utang baginya yang

harus dibayar setelah dia mempunyai kemampuan untuk membayarnya.

Apabila suami mengalami kesulitan maka, sebagian ‘ulama<’
berpendapat bahwa jika ia mengalami kesulitan mengenai nafkah, istri

diperintah untuk mengambil utang dan tetap bersamanya dengan sabar. la

22 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan...172.
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menggantungkan dengan tanggungannya berdasarkan firman Allah SWT

dalam surat al-Bagarah ayat 280:

7 sfen 02950 E ST wes (25 2 2% S oo oo T AT e s 1\55 .
d}alx-) rmfdl rgj > ‘)BM d\j :J‘""ﬁ” Jl oJl/a.A.e ;...-.& 93 0 db

Artinya : Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka
berilah tangguh sampai ia berkelapangan.

Sebagian  ‘ulama<’ mengatakan: tujuan nafkah menjadi
tanggungan utang. Hal ini disepakati bersama hakikat rumah tangga. Jadi,
ia merupakan janji untuk saling menolong dan perjanjian dengan saling
bersabar dalam menghadapi kehidupan.?®Apabila suami mengalami
kesulitan sehingga tidak sanggup memberi nafkah kepada istrinya, istri
boleh memilih antara sabar dalam penderitaan atau meminta cerai, Dengan

catatan, yaitu:

1. Kalau seorang suami yang cukup tetapi hanya memberi nafkah
kecil kepada istrinya, sebaiknya istrinya tidak meminta cerai.

2. Syarat cerai adanya kenyataan bahwa suami tidak sanggup
memberi nafkah atau dengan keterangan-keterangan yang
dibenarkan oleh agama, baik suami ada atau tidak. Tetapi kalau
suami tidak ada tidak dapat diketahui kenyataan itu, maka baik

tidak bercerai.?*

2 Ali Yusuf As-Subki, Figih Keluarga, ( Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 188.
24 Abdul Fattah Idris, Figh Islam Lengkap, ( Jakarta: PT. Rinoka Cipta, 1994), 257.
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Menurut Mazhab Hanafi terdapat dua pendapat. Pertama,
diperhitungkan berdasarkan kondisi suami-istri, dan yang kedua dengan
berdasarkan kondisi suami saja.?> Allah SWT berfirman dalam surat At-

t{ala<qayat 7 :

v p ° da
P A R I TR AR I L U CHIPIN S AP PP T SN PO A L0
Les 2 SN 0 8 6T & el 455, ale 06 2ag O sl f dal 93 Gadd

) & ° C =T i
‘j:'“:z s £ J.&j Al :}_;,‘;:‘ VYA Yi

Artinya : Orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya
dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah
dari harta yang diberikan Allah SWT kepadanya. Allah SWT tidak
memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang
Allah SWT berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan
kelapangan sesudah kesempitan.

Firman-Nya pula dalam surat At- t{ala<q ayat 6:

2 302 2 P 2
o o & o oL, - w %2 ° @ A o
ARG Ce SIS 35 (e RS

Artinya : Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu tinggal
menurut kemampuanmu.

Menurut Mazhab Syafi’i mengatakan: bahwa nafkah diukur
berdasarkan kaya dan miskinnya suami, tanpa melihat keadaan istri.?®
Mazhab Maliki berpendapat bahwa kewajiban suami memberi nafkah
menjadi gugur jika ia dalam keadaan miskin atau tidak mampu memberi
nafkah, dan nafkah itu tidak menjadi hutang yang harus dibayar jika

sudah mampu.

25 Muhammad Jawad Mugghniyah, Figih Lima Mazhab, ( Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996),
422.
%6 bid., 422.
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Istri juga tidak boleh meminta nafkahnya yang belum diberikan

selama masa susah, karena Allah SWT berfirman,

“....Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan
apa yang diberikan Allah SWT kepadanya. Allah SWT kelak akan

memberikan kelapangan setelah kesempitan.” (At- t{ala<q ayat 7)

Orang yang kesusahan tidak mampu memberikan nafkah pada
istrinya maka kewajibannya gugur. Namun jika ekonominya sudah

membaik maka ia tetap berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya.?’

Menurut Mazhab Hambali, jika suami tidak mampu memberi
nafkah maka istri berhak untuk meminta cerai. Dalil bolehnya meminta
cerai adalah hadis riwayat Abu Hurairah r.a., bahwa nabi saw. Pernah
bersabda ketika ada seorang suami yang tidak mampu memberi nafkah
kepada istrinya, “ pisahkan keduanya”. Hadis riwayat Abu Hurairah dalam
Sunan an-Nasa’i, “ mulailah memberikan nafkah kepada orang yang ada
dalam tanggungan jawabmu.” Suami yang tidak mampu memberikan
nafkah kepada istrinya maka penentuan hukum cerainya ditangani oleh
hakim sebagaimana penentuan hukum cerai bagi suami yang lemah

syahwat.®

Apabila suami berada di penjara atau sakit, para ulama sepakat
bahwa seorang istri tetap berhak mendapatkan nafkah jika suaminya

dipenjara karena kejahatan yang dilakukannya, suami berutang kepada

2" Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu jilid 10, ( Jakarta: Gema Insani, 2011), 129.
2 1bid., 129.
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istrinya, karena dizhalimi. Dalam kasus seperti ini, istri tetap berhak
mendapatkan nafkah karena hilangnya hak pengurungan atas istri berasal

dari pihak suami bukan kesalahan istri.?®

Dalam hal ini apabila istri ingin membantu suaminya karena
kekayaan yang dimikinya maka itu terserah dia. Bila istri membantu
suaminya, istri tidak boleh mengungkit-ungkit pemberiannya itu, dan
hendaknya dia hanya mengharap pahala di sisi Allah SWT.% Hal ini
sejalan dengan anjuran tolong menolong sebagaimana terdapat dalam

surah Al-Ma< idah ayat 2:

2 @ & 5“ C . °)° 2 ? 1. A % 1 & ] 5& i 1- A %
Qs Al of 3 A 1sadls £ Olgaall 5;1\ 1835 Y T (egadll BANP CRINE
uLZ;:S\

2 -

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT,
Sesungguhnya Allah SWT amat berat siksa-Nya.

Penetapan nafkah dengan barang atau uang, nafkah boleh
ditetapkan misalnya dengan lauk pauk, pakaian dan barang-barang
tertentu. Juga boleh ditentukan dengan sejumlah uang sebagai ganti dari
harga barang-barang yang diperlukannya. Nafkah boleh ditentukan
setahun sekali, atau bulanan, seminggu, atau harian sesuai dengan

kelapangan suami.®!

C. Kewajiban Suami Memberi Nafkah Menurut Hukum Positif

2 1bid., 119.
30 Ali bin Sa’id Al-Ghamidi, Fikih...,202-203.
31 Abdul Kholiq syafa’at, Hukum Keluarga...,206.
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Kewajiban nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam
pasal 80 mengatur kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya,

sebagai berikut:*?

a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan
tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting
diputuskan oleh suami istri bersama.

b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

c. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi
kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi
agama, nusa, dan bangsa.

d. Sesual dengan penghasilannya suami menanggung:

1. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri.

2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi
istri dan anak.

3. Biaya pendidikan bagi anak.

e. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat (4) huruf
a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin dari istrinya.

f. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya
sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

g. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri
nusyiiz.

Dalam pasal 80 huruf d tentang kiswah atau pakaian yaitu:

Nafkah kiswah, artinya nafkah yang berupa pakaian atau sandang.
Kiswah ini merupakan kewajiban suami terhadap istrinya. Oleh karena
itu, kiswah merupakan hak istri. Pakaian yang dimaksud adalah semua
kebutuhan yang erat hubungannya dengan anggota badan. Disamping
berupa pakaian, nafkah kiswah berupa hal-hal sebagai berikut:

Biaya pemeliharaan jasmaniah istri;
Biaya pemeliharaan kesehatan;

Biaya untuk kebutuhan perhiasan;

Biaya untuk kebutuhan rekreasi;

Biaya untuk pendidikan anak;

Biaya untuk hal-hal yang tidak terduga;?

oakrwnE

32 Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Tinggi, 2013),

150.

33 Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga, ( Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 176.
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Tentang kewajiban suami untuk menyediakan tempat kediaman,

kompilasi mengaturnya dalam pasal 81 sebagai berikut:®*

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-
anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.

2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri
selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah
wafat.

3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-
anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman
dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat
menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur
alat-alat rumah tangga.

4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan
kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat
tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun
sarana penunjang lainnya.

Sedangkan kewajiban suami memberi nafkah diatur dalam
Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 34

yaitu:3®

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing

dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Ini Dberarti apabila suami tidak memberikan nafkah untuk

keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam

34 Ahmad Rofig, Hukum...,152.
% Mustofa Hasan, Pengantar Hukum...,170.
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pengaturan UU Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang

harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami.

Lebih lanjut, dalam UU Perkawinan dikatakan bahwa apabila
suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat
mengajukan gugatan kepada Pengadilan  (Pasal 34 ayat (1) UU
Perkawinan). Ini berarti apabila suami tidak memberikan nafkah untuk
keperluan hidup rumah tangganya, istri dapat menggugat ke
Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama (bergantung dari agama yang

dianut oleh pasangan suami istri tersebut).

Dalam peraturan pemerintahan Republik Indonesia nomor 9
tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974
tentang perkawinan dalam pasal 19 perceraian itu terjadi karena alasan

atau alasan-alasan:®®

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat,
penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau
karena hal lain diluar kemampuannya;

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat
yang membahayakan pihak yang lain;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan
akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga.

3 Pperaturan Pemerintahan Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan
undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
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Apabila istri yang meninggalkan suaminya tanpa alasan-alasan

yang sah, ia kehilangan hak penerimaan.®’

Meskipun suami berada di lembaga pemasyarakatan, suami
tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-

anaknya.

Terkadang kenyataan yang ada dalam UU ini berbanding terbalik
dengan kenyataan yang ada dalam LAPAS tidak semua bisa diterapkan
pada kenyatan yang ada dalam lapas. Terutama dalam UU nomor 12
tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang terdapat pada pasal 14

huruf g.

Dalam UU nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang
terdapat pada pasal 14 yaitu :%

(1) Narapidana berhak:

a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;

b. mendapat perawatan, baik perawatan ro hani maupun jasmani;

c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;

d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;

e. menyampaikan keluhan;

f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa
lainnya yang tidak

dilarang;

g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;

h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu
lainnya;

I. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);

j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi
keluarga;

k. mendapatkan pembebasan bersyarat;

37 H.F.A. Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, (Jakarta Utara: Penerbit CV Rajawali,1992),
65.
3 UU nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 14.
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I. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Dalam pasal tersebut pada huruf g hanya bisa terlaksana bagi
suami berstatus narapidana yang bekerjasama dengan pihak ketiga, bagi
yang yang tidak bekerjasama dengan pihak ketiga maka tidak

mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan. Hal ini membuat suami

berstatus narapidana sulit memberikan nafkah kepada istrinya.



BAB III

PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH
SUAMI BERSTATUS NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS I SURABAYA DI PORONG

A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya

1. Sejarah berdirinya

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya adalah Satuan Kerja di
bidang pemasyarakatan yang bertanggungjawab kepada Kantor Wilayah
Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur. Yang
merupakan pindahan dari Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya yang
terletak di Kalisosok. Nama Kalisosok diambil dari nama sebuah daerah
di Surabaya Utara, tepatnya berada di sebelah utara Jalan Rajawali dan
Kembang Jepun. Meski terlihat tak terawat, bagian pintu masuk Penjara
Kalisosok terlihat masih sangat kuat. Di atasnya terdapat ruang kantor
para sipir penjara. Sedangkan di sisi kiri pintu, terdapat plakat
pemberitahuan: ‘Bangunan Cagar Budaya yang dilindungi oleh
Pemerintah Kota Surabaya.” Penjara ini dibangun pada masa
kepemimpinan Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke 36, Herman Willem
Daendels pada 1 September 1808 dengan memakan biaya 8.000 Gulden.
Sesuai surat perjanjian tukar menukar ( Ruislagh ) tanah dan bangunan
milik Departemen Kehakiman pada Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok
dengan PT. Fairco Jaya Dwipa No : A.PL.02.01 — 78 tanggal 27 Agustus

1997, Addendum II No : A.PL.02.01 — 104a tanggal 14 Desember 1998,
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Addendum III No : A.PL.02.01 — 95a tanggal 14 Desember 1999,
Addendum IV No : A.PL.02.01 —29.1 tanggal 14 Maret 2000, Addendum
V No : A.PL.02.01 — 53b tanggal 14 Juni 2000, Addendum VI No :
A.PL.02.01 — 67a tanggal 14 Agustus 2000, Addendum VII No :
A.PL.02.01 — Olc tanggal 10 Januari 2001 dan Addendum VIII No :
A.PL.02.01 — A.03 tanggal 12 Oktober 2001, pada tanggal 1 April 2000
Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Surabaya dipindahkan ke JL
Pemasyarakatan No. 1 Dukuh Macan Mati Desa Kebon Agung
Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur dengan kapasitas
hunian 908 Orang. Tetapi sampai saat ini belum dilakukan peresmian
Gedung Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya.!

2. Demografi

Lapas Kelas I Surabaya di Porong Sidoarjo resmi ditempati pada
tanggal 20-April-2000 dengan alamat Desa Kebonagung, Kecamatan

Porong, Kabupaten Sidoarjo sampai sekarang.

» Luas Tanah : 17 Hektar
= Luas Bangunan : 1,7 Hektar
= Kapasitas : 1.050 orang

3. Jarak Dengan Instansi Terkait
Adapun jarak Lapas Klas I Surabaya dengan instansi terkait,

sebagai berikut :

! Data-data di Peroleh dari Buku Panduan dari Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya di
Porong, 5-6.
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Kantor Kecamatan Porong adalah + 6 km

Kantor Polsek Porong adalah + 6 km

Rumah Sakit Bhayangkari adalah + 5 km

Pusdik Brimob adalah + 5 km

Rumah Sakit Umum Sidoarjo adalah + 10 km

Kantor Kabupaten Sidoarjo adalah + 10 km

Kantor Polrest Kabupaten Sidoarjo adalah + 10 km
Kantor Pengadilan Negeri Sidoarjo adalah + 10 km
Kantor Dinas Kejaksaan Negeri Sidoarjo adalah + 10 km

. Kantor Bapas Klas I Surabaya adalah + 15 km

. Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo adalah + 10 km

. Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo adalah + 10 km

. Kantor Dinas Olahraga Kabupaten Sidoarjo adalah + 10 km

. Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo adalah + 10 km

. Kantor Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah +

10 km

Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur adalah + 50 km
Kantor Kepolisian Daerah Jawa Timur adalah + 50 km

Kantor Propinsi Jawa Timur adalah + 50 km

Kantor Dinas Pengadilan Tinggi Jawa Timur adalah + 50 km
Kantor Dinas Kejaksaan Tinggi Jatim adalah + 50 km

Kantor Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur adalah + 50 km
Kantor Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur adalah + 50 km
Kantor Dinas Olahraga Propinsi Jawa Timur adalah + 50 km
Kantor Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur adalah + 50 km
Kantor Dinas Perpustakaan Daerah Propinsi Jawa Timur adalah +
50 km?

4. Stuktur Bangunan

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya dibangun di atas lahan

seluas 149.136 m? yang terdiri dari :

a.

Bangunan Utama

Bangunan Utama terdiri dari :

Bangunan Kantor seluas

Keberadaan kondisi bangunan Lembaga Pemasyarakatan Klas I
Surabaya sudah mengalami kerusakan di beberapa tempat,
mengingat keberadaan cuaca di daerah Porong sangat ekstrim
yaitu musim kemaraunya lebih panjang dari pada musim
penghujan sehingga cuaca sangat panas sekali di musim kemarau.

2 Ibid., 8-9.
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Selain itu banyaknya hama berupa rayap yang menggerogoti kayu
kusen bangunan, sehinggga banyak bangunan yang kayunya sudah
keropos/ lapuk.

Bangunan Perusahaan BMS.

Bangunan Blok Hunian A-H seluas 12.496,42 meter persegi

dengan kapasitas hunian sebanyak 1.050 orang.

Bangunan Rumah Ibadah.
Bangunan Aula.
Bangunan Tower.
Bangunan poliklinik
Bangunan Dapur:
Bangunan Ruang Genset:.

. Pos Atas sebanyak 8 (delapan).

. Bangunan Ruang Kunjungan.

. Layanan Kunjungan.

. Teras.

. Tempat parkir pegawai/ Pengunjung.

. Halaman depan.

. Kebon, Tanaman Jati dan lahan kosong.

b. Bangunan Komplek Perumahan

A

Rumah Dinas.

Masjid Komplek perumahan.
TPA.

Lapangan Tennis.

Lapangan Volley.

Lahan Kosong.

5. Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia

Nomor : M.01.PR.07.03 TAHUN 1985 tentang Organisasi Dan Tata

Kerja Lembaga Pemasyarakatan, mengatur bahwa Lapas Klas 1 memiliki

organisasi yang terdiri atas:

1.

2.

3.

Bagian Tata Usaha;
Bidang Pembinaan Narapidana;

Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;
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4. Kesatuan Pengamanan LAPAS.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata
usaha dan rumah tangga LAPAS untuk menyelenggarakan tugas tersebut
pada Pasal 6, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

a. Melakukan urusan kepegawaian;

b. Melakukan urusan keuangan;

c. Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah
tangga.

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan urusan
kepegawaian. *
a. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas melakukan urusan
keuangan.
b. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas melakukan urusan surat-

menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

3 Ibid,. 10.



STRUKTUR ORGANISASI LAPAS
KELAS 1 SURABAYA DI PORONG

KEPALA

Riyanto, Be.IP, SH

NIP. 19600116 198303 1 002
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Ka KPLP

KABAG TATA USAHA

Jaka Prihatin, Amd IP, S. Sos, MSI

NIP. 19730602 199503 1 001

Ahmad Tohari, AmdIP. Sos.
NIP. 19730602 199503 1 001

KASUBAG
KEPEGAWAIAN

Luluk Munarmi, SH.
NIP. 19600122 198203 2001

KASUBAG KEUANGAN

Warsiono ST.

NIP. 19710218 199103 1 004

NIP. 19641130 198502 1 001

KASUBAG UMUM

Karen Hadi Sucipto, SH.

KABID KEGIATAN KERJA

Drs. Sumardi, MH.
NIP. 19620325 198503 1 001

KABID ADKAM

Seno Utomo, Bce, IP, SH. MSi
NIP. 19680409 199103 1 001

KABID PEMBINAAN

Projo Hirwono, Bc IP. Sos.
NIP. 19681108 199203 1 002

KASI BIMBINGAN KERJA

Sutanto, A.KS, M.KP.
NIP. 19710707 199403 1 002

KASI KEAMANAN

Yusuf Purawadi Amd IP, SH
NIP. 19731219 199902 1 001

KASI REGISTRASI

Andik Dwi Saputro, AmdIP, SH.

NIP. 19770603 200012 001

KASI SARANA KERJA

Drs. Fe. Saikun
NIP. 19640604 199403 1 001

KASIPORTATIB

Mahendra Sulaksana, AmdIP, SH, MM.

KASIPERAWATAN

Hari Purnomo, SH, M. HUM

KASI LASILJA

Drs. Eko Budi Mustafa
NIP. 19670715 198803 1

NIP. 19830301 20112 1 001

NIP. 19610302 198403 1 001

KASI BIMKESMAS

Bambang Sugianto, SH
NIP. 19690120 200112 1 000




Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel 3.1
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Jenis Golongan II Golongan III Golongan IV
Kelamin | A| B |C | D | A B C D A |B| C Jumlah
L 8|17 |93 |22 47 8 12 8 [ 2] 0 136
P 1 0O |]0[0] O 2 0 1 0 |0] O 4
140

Bidang Pembinaan Narapidana mempunyai tugas melaksanakan

pembinaan pemasyarakatan narapidana. Untuk menyelenggarakan tugas

tersebut pada pasal 10, Bidang Pembinaan Narapidana mempunyai fungsi:

a. Melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumen sidik

jari narapidana

Memberikan bimbingan pemasyarakatan;

Bidang Pembinaan Narapidana terdiri dari :

Mengurus kesehatan dan memberikan perwatan bagi narapidana.

1. Seksi Registrasi, mempunyai tugas melakukan penctatan dan

membuat statistik serta dokumen sidik jari narapidana,

Seksi Bimbingan Kemasyarakatan, mempunyai tugas memberikan

bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olah

raga, peningkatan pengetahuan, asimilasi, cuti dan penglepasan

narapidana.
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3. Seksi Perawatan Narapidana, mempunyai tugas mengurus
kesehatan dan memberikan perawatan narapidana.*

6. Data penghuni Lapas Porong

Kapasitas : 908 orang
Isi Pada Hari Ini : 2.375 orang
Persentase :261,56 %

Berdasarkan Golongan Napi

Pidana Mati : 11 orang
Pidana SH : 39 ORANG
Pidana B 1 : 2.287 orang
Pidana B IIls : 9 orang
Pidana B Ila : 19 orang
Pidana B IIb : - orang
Pidana AV : 5 orang
Pidana A IV : 5 orang
Pidana III : - orang
Jumlah

Napi : 2.365 orang
Tahanan : 10 orang
Titipan : - orang
Jumlah : 2.375 orang

4 Ibid., 12.



Jenis Pidana

Narkoba : 1.598 orang

Teroris : 10 orang

Tipikor : 31 orang

Subversif : - orang

Penc. Uang : - orang

Traffcking : - orang

Ilegal Logging : - orang

Pidana Umum : 736 orang®

Tabel 3.2
Berdasarkan Penempatan

Blok Jumlah
Al 134 orang
A2 130 orang
A3 134 orang
A4 139 orang
AS 140 orang
B1 131 orang
B2 121 orang
B3 107 orang
B4 132 orang
B5S 133 orang

5 Ibid., 13.
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Jumlah WBS Lapas Klas I Surabaya Berdasarkan Jenis Tindak Kejahatan

Cl 100 orang
C2 84 orang
C3 109 orang
C4 90 orang
C5 94 orang
D1 100 orang
D2 93 orang
D3 93 orang
E1l 16 orang
E2 34 orang
E3 135 orang
F 23 orang
Gl1 13 orang
G2 30 orang
G3 18 orang
H 42 orang

Total 2.375 orang

Tabel 3.3

NO Jenis Perkara/ Kejahatan Jumlah
1 Asusila 8
2 Disersi 4
3 KDRT 8
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4 Kepabeaan 2

5 Kesehatan 11

6 Korupsi 32

7 Mata Uang 2

8 Narkoba 1.598

9 Pemalsuan Materai 1

10 Pembunuhan 234

11 Pencurian 138

12 Penipuan 15

13 Perampokan 59

14 Perlindungan Anak 208

15 RMS 3

16 Senjata Tajam 4

17 Teroris 10

18 Traficking 2
Jumlah 2.375

Tabel 3.4

WBS Penerimaan Remisi Lapas Kelas I Surabaya

48

Jenis Remisi Th. 2015 Th. 2016
Remisi 690 orang 1.126 orang
Dasawarsa 893 orang -
Idul Fitri 629 orang 1.118 orang
Waisak 2 orang -
Natal 47 orang 42 orang
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Bidang Kegiatan Kemandirian, mempunyai tugas memberikan
bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengelola hasil kerja.
Bidang kegiatan kerja merupakan salah satu bagian atau bidang yang
termasuk dalam struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I
Surabaya. Tugas dan fungsi bidang kegiatan kerja adalah
menyelenggarakan kegiatan pembinaan kemadirian. Bentuk kegiatan
pembinaan kemandirian dalam penerapannya dapat diwujudkan melalui
kegiatan berupa pemberian keterampilan. Hal ini mengandung maksud
dan tujuan untuk memberikan bekal kepada Warga Binaan
Pemasyarakatan (WBP) ketika yang bersangkutan telah selesai menjalani
pidananya dan kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 14, Bidang
Kegiatan Kemandirian mempunyai tugas :

a. Memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana;
b. Mempersiapkan fasilitas sarana kerja;
c. Mengelola hasil kerja.
Bidang Kegiatan Kerja terdiri dari:
a. Seksi Bimbingan Kerja, mempunyai tugas memberikan petunjuk
dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana.
b. Seksi Sarana Kerja, mempunyai tugas mempersiapkan fasilitas

sarana kerja.

®Ibid., 15.
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c. Seksi pengelolaan hasil kerja, mempunyai tugas mengelola hasil

kerja.
Program Pembinaan’
a. Pembinaan Kemandirian

1. Program Pembinaan berja sama dengan Pihak Ketiga:
a. Melakukan MoU dengan PT. Bahari Mitra Surya dalam
pembinaan keterampilan pembuatan furniture (mebelair) kualitas
ekspor.
b. Melakukan MoU dengan CV. Mitra Saudara dalam pembinaan
keterampilan pembuatan sandaran kursi dari limbah tripleks.
c. melakukan MoU dengan PT. Rofenty dalam pembinaan
keterampilan pemotongan batu yang selanjutnya diproses untuk
bahan flooring kualitas ekspor.
d. Melakukan MoU dengan IKA ITS dalam pembinaan
keterampilan pembuat speed boat (kapal).

2. Kegiatan kemandirian keterampilan laudry

3. Kegiatan kemandirian bengkel besi dan pengelasan

4. Kegiatan kemandirian penjahitan

5. Kegiatan kemandirian sablon

6. Kegiatan green house dan penangkaran burung

7. Kegiatan kemandirian pertanian dan peternakan

8. Kegiatan kemandirian perikanan

7 Ibid., 24-30.
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9. Kegiatan kemandirian pembuatan tahu nigarin

Dalam wawancara yang penulis lakukan kepada Bapak Projo
Hirwono, Bc IP, Sos. Kabid Pembinaan, mengatakan bahwa, tidak semua
narapidana yang mengikuti pembinaan kemandirian mendapatkan upah
atas pekerjaan yang dilakukan. Hanya pembinaan kemandirian yang
bekerja sama dengan pihak ketiga yang mendapatkan upah atas pekerjaan
yang dilakukan.®
b. Pembinaan Kepribadian

1. Pembinaan WBP berupa kegiatan admisi orientasi dan wawasan
kebangsaan.

2. Kerjasama dengan yang terkait dalam pembinaan mental WBS
yaitu kegiatan KPSD kursus persamaan sekolah dasar sekar
mentari.

3. Pembinaan keroohaniaan;

4. Raimuna;

5. Kegiatan olah raga.’

B. Daftar Narapidana yang dijadikan Informan
Dalam melakukan penelitian, penulis melakukan wawancara
langsung terhadap para pegawai dan narapidana yang berada di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya di Porong. Adapun data

narapidana yang dijadikan informan, sebagai berikut:

8 Projo Hirwono, Bc IP, Sos. Kabid Pembinaan, Wawancara, Porong, 19 Desember 2017.
% Ibid., 30-32



Tabel 3.5
Daftar Narapidana yang dijadikan informan

No Identitas Napi
1 Nama Rozak
Umur 40 Tahun
Agama Islam
Pekerjaan -
Pendidikan SMP
Warga Indonesia
negara
2 Nama Suprianto
Umur 35 Tahun
Agama Islam
Pekerjaan Swasta
Pendidikan SMA
Warga Indonesia
negara
3 Nama Kemas Sulaiman
Umur 42
Agama Islam
Pekerjaan Kepala desa
Pendidikan S1
Warga Indonesia
negara




negara

Nama Ghozali Ali
Umur 45 Tahun
Agama Islam
Pekerjaan Swasta
Pendidikan STM
Warga Indonesia
negara
Nama Rianto
Umur 51 Tahun
Agama Islam
Pekerjaan -
Pendidikan SD
Warga Indonesia
negara
Nama Agus Syahputra
Umur 46 Tahun
Agama Islam
Pekerjaan Buruh
Pendidikan SMP
Warga Indonesia

53



54

C. Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami berstatus narapidana di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas I Surabaya di Porong

Beberapa wawancara telah peneliti lakukan untuk mendapatkan
informasi dan secara jelas dan konkrit. Kaitannya dengan seorang suami
berstatus narapidana yang meninggalkan istri dan anaknya yang
meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberikan

nafkah terhadap istri dan anaknya.

Peneliti mendapat berbagai informasi dari para informan yaitu
pegawai LAPAS dan para narapidana yang telah ditentukan sebagai
perwakilan menyakut pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus

narapidana. Diantaranya yang akan dijelaskan peneliti, sebagai berikut:

1. Bapak Projo Hirwono, Bc IP, Sos. Kabid Pembinaan
Menjelaskan bahwa di LAPAS Porong itu ada pembinaan
kemandirian yang bekerja sama dengan pihak ketiga dan ada juga
pembinaan kemandirian yang dari LAPAS yang tidak bekerja sama
dengan pihak ketiga. Perbedaan antara pembinaan kemandirian
bekerja sama dengan pihak ketiga dan pembinaan kemandirian dari

LAPAS yang tidak bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu:

No

Perbedaan

Pembinaan kemandirian | Pembinaan kemandirian dari LAPAS
bekerja sama dengan pihak | yang tidak bekerja sama dengan pihak

ketiga ketiga
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Mendapatkan upah atau premi | Hanya mengelola tapi tidak

atas pekerjaan yang dilakukan | mendapatkan upah atas pekerjaan yang

dilakukan

1.

a.

Bapak Projo menjelaskan bahwa meskipun suami berada di LAPAS
suami tetap bisa memberikan nafkah terhadap keluarganya meskipun
tidak seberapa banyak uang yang dia terima dari upah pekerjaan yang
dilakukan setidaknya dia bisa memberikan nafkah untuk keluarganya.
Itu bagi suami yang mengikuti pembinaan kemandirian yang bekerja
sama dengan pihak ketiga yaitu PT. Bahari Mitra Surya, CV. Mitra
Saudara dan PT. Rofenty Seperti:
Pembinaan keterampilan pembuatan furniture (mebelair) kualitas

ekspor.

. Pembinaan keterampilan pembuatan sandaran kursi dari limbah

tripleks.

Pembinaan keterampilan pemotongan batu yang selanjutnya diproses
untuk bahan flooring kualitas ekspor.

Upah yang diterima narapidana itu adalah upah kerja 300,000 per
bulan.

Jika suami mengikuti pembinaan kemandirian tidak bekerja sama

dengan pihak ketiga maka seorang suami narapidana tidak mendapatkan

upah dari pekerjaan yang dilakukan. Tetapi sebagian mereka mempunyai
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usaha di rumah yang di jalankan oleh istrinya. Jadi natkah masih bisa
terpenuhi.!”
2. Rozak kasus pencurian
Dalam memenuhi kewajiban nafkah saya tidak bisa memberikan
nafkah terhadap istri dan 2 anak/ saya tidak bisa memenuhi kebutuhan
istri maupun 2 anak saya karena keterbatasan saya berada dalam
LAPAS. Saya berada di LAPAS sekarang sudah 4 tahun, masa pidana
saya 5 tahun dan alhamdulilah istri saya mau menerima keadaan saya
yang seperti ini, dan untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga istri
saya bekerja, dan mendapatkan bantuan dari saudara-saudara.'!
3. Suprianto kasus kriminal
Dalam hal memenuhi nafkah keluarga, saya mengumpulkan upah
dari pekerjaan yang saya lakukan dalam pembinaan kemandirian
membuat mebel di LAPAS. Saya berada di LAPAS sudah 1 tahun
masa pidana saya adalah 5 tahun. Meskipun upah yang saya terima
tidak seberapa besar setidaknya saya bisa memenuhi kewajiban saya
sebagai seorang suami dalam memberikan nafkah terhadap 1 anak dan
istri dan sebagian nafkah juga dibantu oleh orang tua saya.!?
4. Kemas Sulaiman kasus narkoba
Kebutuhan ekonomi pemasukan mengurang tidak seperti dulu.

alhamdulilah istri saya memahami keadaan saya. Saya berada di

10 Projo, Wawancara, Porong, 19 Desember 2017.
' Rozak, Wawancara, Porong, 19 Desember 2017.
12 Suprianto, Wawancara, Porong, 19 Desember 2017.
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LAPAS sudah 4 tahun masa pidana saya 5,2 bulan. Untuk biaya
kehidupan sehari-hari bagi istri dan 3 anak. Saya dulunya mempunyai
usaha (warung) dirumah yang saya bangun bersama istri dan tani dan
sampai sekarang masih berjalan. Saya sebagai seorang suami
meskipun saya berada di LAPAS saya masih bisa memberikan nafkah
yaitu dengan usaha di rumah yg menjalankan istri saya. Alhamdulilah
masih bisa tercukupi untuk kebutuhan sehari hari dan untuk biaya
anak sekolah.!3
5. Rianto kasus perampokan

Saya tidak bisa memenuhi kewajiban nafkah terhadap istri saya.
Karena istri juga termasuk seorang istri yang berani terhadap saya
sebagai seorang suami, dan tidak bisa menerima keadaan saya yang
berada di LAPAS dan istri saya meminta cerai kepada saya. Saya
berada di LAPAS sudah 1 tahun masa pidana saya, 7 tahun dan saya
tidak mempunyai anak. '4

6. Agus syahputra kasus penipuan

Untuk kebutuhan materi dalam keluarga sudah tercukupi karena
saya mempunyai usaha (toko sembako) di rumah dan yang
menjalankan istri saya dan berjalan sampai saat ini. Saya berada di
LAPAS sudah 2 tahun masa pidana saya 5 tahun. Saya juga
mengikuti pembinaan kemandirian di LAPAS dan mendapat upah

dari apa yang saya kerjakan. Jadi saya masih bisa memenuhi

13 Kemas, Wawancara, Porong, 19 Desember 2017.
4 Rianto, Wawancara, Porong, 19 Desember 2017.
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kewajiban saya sebagai seorang suami dalam memberikan nafkah

terhadap istri dan 4 anak.'”

7. Ghozali kasus pembunuhan
Dengan adanya pembinaan kemandirian saya masih bisa
memberikan nafkah terhadap keluarga. Meskipun upah yang saya
dapatkan tidak banyak setidaknya saya bisa membantu dalam
memenuhi kehidupan sehari-hari dan istri saya membantu saya
dengan istri saya bekerja di pabrik. Saya mempunyai 3 anak, saya

berada di LAPAS sudah 2 tahun, masa pidana saya, 9 tahun.'®

15" Agus Syahputra, Wawancara, Porong, 19 Desember 2017.
16 Ghozali , Wawancara, Porong, 19 Desember 2017.



BAB IV

ANALISIS PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI BERSTATUS

NARAPIDANA MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM

POSITIF DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SURABAYA DI
PORONG

A. Analisis Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya di Porong

Keadaan seorang narapidana adalah keadaan yang tidak pernah
diinginkan oleh semua orang. Tetapi status penyandang narapidana
tersebut bagi mereka yang melakukan pelanggaran hukum yang mereka
perbuat yang menyalahi aturan hukum/melanggar hukum yang telah
berlaku. Bagi suami yang berstatus narapidana menjadi terhalangnya
kewajiban mereka terhadap keluarga yang seharusnya diberikan kepada

istri dan anak. Seperti halnya, nafkah lahir.

Dalam kehidupan keluarga tersebut Islam sudah mengatur
kewajiban seorang suami yaitu memberikan nafkah terhadap keluarga
sesuai dengan kemampuannya. Istri boleh bekerja atas izin suaminya.
Bagi seorang suami yang berstatus narapidana masih berkewajiban
memberikan nafkah terhadap istri selama tidak ada perceraian dan istri
tidak nusyiz. Peneliti melakukan wawancara terhadap suami berstatus
narapidana untuk mengetahui bagaimana seorang suami berstatus
narapidana memenuhi kebutuhan nafkah kepada istri. Pemenuhan
kewajiban nafkah suami berstatus narapidana di lembaga pemasyarakatan

kelas I Surabaya di Porong. Diantaranya adalah:
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1. Cara memperoleh nafkah

a.

Adanya pembinaan kemandirian yang ada di LAPAS. Pembinaan
kemandirian yang bekerja sama dengan pihak ketiga. Mereka
mendapatkan upah dari pekerjaan yang mereka lakukan.

Istri menjalankan usaha yang dibangun oleh suami. Sehingga
keuntungan yang didapat dari usaha tersebut bisa memenuhi
kehidupan sehari-hari.

Mendapatkan bantuan dari saudara-saudara dan orang tua.

Atas izin suami istri bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan

sehari-hari

2. Cara memberikan nafkah

Berdasarkan hasil wawancara kepada suami berstatus narapidana

dalam memberikan nafkah terhadap istri yaitu:

a.

Hasil yang diperoleh dari pembinaan kemandirian yang bekerja
sama dengan pihak ketiga yang ada di LAPAS. Upah yang
diperoleh dari hasil kerja dikumpulkan dalam satu bulan apabila
istri menjenguk, pada saat itu upah diberikan kepada istri untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari. Suami berstatus narapidana
mengatakan bahwa meskipun nafkah yang diberikan kepada istri
tidak seberapa setidaknya bisa membantu memenuhi kebutuhan
sehari-hari dan mereka sebagai seorang suami sudah melaksanakan

kewajiban mereka.
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b. Suami narapidana mempunyai usaha di rumah yaitu toko yang
dijalankan istri selama suami berada di LAPAS. Suami narapidana
mengatakan bahwa mereka masih bisa memberikan nafkah kepada
istri atas usaha yang mereka miliki, usaha yang dibangun sebelum

mereka berada di LAPAS.

Dari 5 suami narapidana yang peneliti wawancarai, ada 1
narapidana yang bercerai dengan istrinya karena istri termasuk seseorang
yang nusyiz (berani terhadap suaminya, tidak mau patuh terhadap
suami), maka dari itu suami tidak berkewajiban memberikan nafkah
terhadap istri, karena nusyiznya istri dan istri tidak bisa menerima

keadaan suami yang berada di LAPAS.

Menurut peneliti, cara pemenuhan nafkah suami berstatus

narapidana kepada istri, sebagai berikut:

Secara lahiriah masih bisa memberikan nafkah. Berikut

penjelasannya:

a. Masih bisa memberikan nafkah karena adanya pembinaan
kemandirian yang bekerja sama dengan pihak ketiga. Dari hasil
kerjanya maka seorang narapidana dibayar atau mendapatkan upah
dari apa yang mereka kerjakan. Meskipun upah yang diterima
hanya sedikit tetapi mereka bersyukur karena masih bisa
memberikan nafkah terhadap istri untuk memenuhi kehidupan

sehari-hari. Apabila nafkah yang diberikan kepada istri itu tidak
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mencukupi kehidupan hidup maka, dibantu oleh saudara-saudara.
Dengan keterbatasan ruang gerak dalam mencari nafkah istri dari
seorang suami narapidana mau memahami dan mengerti atas
keadaan yang dialami oleh suaminya, dan mereka mau bersabar
atas keadaan suami mereka.

b. Dengan adanya usaha yang ada di rumah yang dibangun bersama-
sama dengan istri maka si istri mengelola usaha hingga saat ini
dan untuk memenuhi kehidupan sehari hari dengan hasil dari
usaha tersebut. Suami masih bisa memberikan nafkah. Nafkah
yang diberikan kepada istri adalah hasil dari usaha yang dikelola
istri.

c. Apabila nafkah tidak bisa mencukupi kehidupan sehari-hari, maka

istri boleh membantu meringankan beban suami yaitu dengan

bekerja dengan izin suami.

B. Analisis Tinjavan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Kewajiban
Nafkah Suami Berstatus Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I
Surabaya di Porong

Nafkah  menjadi hak istri atas suaminya sejak mendirikan
kehidupan rumah tangga. Dasar kewajibannya terdapat dalam Al-Qur’an

terdapat dalam beberapa ayat.
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Diantara ayat Al-Qur’an yang menyatakan kewajiban perbelanjaan

terdapat dalam surat al-Bagarah (2) ayat 233:1
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Artinya : Kewajiban ayah untuk memberikan belanja dan pakaian untuk
istrinya. Seseorang tidak dibebani kecuali semampunya,
seseorang ibu tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya,

dan seorang ayah tidak akan mendapat kesusahan karena
anaknya.

Suami bertanggung jawab menafkahi istrinya, baik berupa
makanan, minuman, pakaian, maupun tempat tinggal. Ini disesuaikan
dengan kondisi suami, sebagaimana tercantum dalam ayat Allah SWT

seseorang tidak dibebani kecuali kemampuannya.

Pemberian nafkah merupakan perkara yang jelas atas setiap laki-
laki, namun lantaran sedikitnya jumlah nafkah yang diberikan dan juga
terbatasnya kemampuan memberikan nafkah terkadang hal ini menjadi
benturan dan keluhan dalam suami istri. Dalam hal pemberian nafkah
mungkin terjadi suatu waktu suami tidak dapat melaksanakannya
kewajibannnya dan di lain waktu dia mampu melakukannya

kewajibannya itu.

jumbir ‘ulama’ berpendapat bahwa kewajiban nafkah bersifat
tetap atau permanen. artinya bahwa nafkah itu wajib diberikan kepada

istri.

! Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, ( Jakarta: Kencana, 2014), 166.
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Artinya : Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut
kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya
hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah
SWT kepadanya. Allah SWT tidak memikulkan beban kepada
seseorang melainkan sekedar apa yang Allah SWT berikan
kepadanya.

Dalam ayat tersebut menerangkan bahwa tidak membebani
hamba, kecuali sesuai kesanggupannya. Bagi seorang suami berstatus
narapidana dalam hal memberikan nafkah maka sesuai dengan
kemampuannya. Suami berstatus narapidana masih bisa memberikan

nafkah meskipun mereka dalam LAPAS.

Ketentuan nafkah bagi suami berstatus narapidana itu menurut
Mazhab Hanafi berdasarkan kondisi suami. Masing-masing narapidana

dalam memberikan nafkah berdasarkan kadar kemampuannya.

Menurut Mazhab Syafi’i mengatakan: bahwa nafkah diukur
berdasarkan kaya dan miskinnya suami, tanpa melihat keadaan istri.?
Jadi, natkah wajib atas istri dan nafkah diukur berdasarkan kaya dan

miskinnya suami.

2 Ali bin Sa’id Al-Ghamidi, Fikih Wanita, ( Solo: Aqwam, 2016 ), 201-202.
3 Muhammad Jawad Mugghniyah, Figih Lima Mazhab, ( Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996),
422.
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Menurut Mazhab Maliki berpendapat bahwa kewajiban suami
memberi nafkah menjadi gugur jika ia dalam keadaan miskin atau tidak
mampu memberi nafkah, dan nafkah itu tidak menjadi hutang yang

harus dibayar jika sudah mampu.*

Menurut Mazhab Hambali, jika suami tidak mampu memberi
nafkah maka istri berhak untuk meminta cerai.’> Dalam hal ini, nafkah

wajib atas istri.

Apabila seorang suami berstatus narapidana tidak bisa
memberikan nafkah selama dalam berada di LAPAS. Maka istri yang
bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam Islam wanita
itu boleh bekerja apabila ia meminta ijin kepada suaminya dan suaminya
mengizinkannya maka diperbolehkan istri itu bekerja.

Dalam hal ini apabila istri ingin membantu suaminya karena
kekayaan yang dimikinya maka itu terserah dia. Bila istri membantu
suaminya, istri tidak boleh mengungkit-ungkit pemberiannya itu, dan
hendaknya dia hanya mengharap pahala di sisi Allah SWT.®

Hal ini sejalan dengan anjuran tolong menolong sebagaimana terdapat

dalam surah A/-Ma idah ayat 2:

4 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatubu jilid 10, ( Jakarta: Gema Insani, 2011), 129.
> Ibid., 129.
& Ali bin Sa’id Al-Ghamidi, Fikih...,202-203.
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Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam
berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada
Allah SWT, Sesungguhnya Allah SWT amat berat siksa-Nya.

Suami dalam penjara para wulama’ sepakat bahwa seorang istri
tetap berhak mendapatkan nafkah jika suaminya dipenjara karena
kejahatan yang dilakukannya, suami berutang kepada istrinya, karena
dizhalimi. Dalam kasus seperti ini, istri tetap berhak mendapatkan nafkah
karena hilangnya hak pengurungan atas istri berasal dari pihak suami

bukan kesalahan istri.”

Jjumbhiir ‘ulama’ berpendapat bahwa kewajiban nafkah bersifat
tetap atau permanen. menurut jumhiir ‘ulama’ bila suami tidak
melaksanakan kewajiban nafkahnya dalam masa tertentu, karena ketidak
mampuannya, maka yang demikian adalah merupakan utang baginya yang
harus dibayar setelah dia mempunyai kemampuan untuk membayarnya.
Untuk suami berstatus narapidana yang tidak bisa memberikan nafkah
maka, Apabila suami mengalami kesulitan maka, sebagian ulama
berpendapat bahwa jika ia mengalami kesulitan mengenai nafkah, istri

diperintah untuk mengambil utang dan tetap bersamanya dengan sabar. Ia

7 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam..., 119.
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menggantungkan dengan tanggungannya berdasarkan firman Allah SWT

dalam surat al-Baqarah ayat 280:%
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Artinya  : Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka
berilah tangguh sampai ia berkelapangan.

Karena keadaan narapidana adalah keadaan yang sulit karena
terbatasnya ruang gerak dan pemikiran suaminya dalam menafkahi

istrinya dikarenakan suami terpidana dalam menjalani masa pidananya.

Dalam keadaan ini adalah keadaan yang sulit Islam memberikan
solusi dan kemaafannya bahwa Allah SWT tidak membebani kepada
seseorang melainkan sekedar apa yang Allah SWT berikan kepadanya,
dan apabila istri nusyizz (membangkang) kepada suami maka suami tidak

wajib memberikan nafkah terhadap istrinya karena nusyiiznya istri.

Berdasarkan  hasil penelitian penulis terhadap nafkah suami
berstatus narapidana yang mana terkadang terbatasnya kemampuan
mereka dalam memberikan nafkah karena terbatasnya ruang gerak dalam
mencari natkah karena segala tingkah laku mereka terbatas selama

mengalami masa pidana.

& Ali Yusuf As-Subki, Figih Keluarga...,188.
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Suami berstatus narapidana yang bisa memberikan nafkah

terhadap keluarganya yaitu

1.

Suprianto kasus kriminal, memberikan nafkah dengan cara
mengumpulkan upah dari pekerjaan yang saya lakukan dalam
pembinaan kemandirian membuat mebel di LAPAS. Jadi dia masih
bisa memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya yaitu sesuai
dengan ketentuan nafkah Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i yaitu
bahwa nafkah melihat dari kondisi suami.

Kemas Sulaiman kasus narkoba, dia masih bisa memberikan nafkah
yaitu dengan mempunyai usaha (warung) dirumah yang dia bangun
bersama istri dan tani dan sampai sekarang masih berjalan. Jadi
masih bisa memberikan nafkah terhadap keluarganya, sesuai dengan
ketentuan nafkah Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i yaitu bahwa
nafkah melihat dari kondisi suami.

Agus syahputra kasus penipuan, mempunyai usaha (toko sembako)
dirumah dan yang menjalankan istri saya dan berjalan sampai saat
ini. Saya juga mengikuti pembinaan kemandirian di LAPAS dan
mendapat upah dari apa yang saya kerjakan. Jadi masih bisa
memberikan nafkah, hal ini sesuai dengan ketentuan natkah Mazhab
Hanafi dan Mazhab Syafi’i yaitu bahwa nafkah melihat dari kondisi
suami.

Ghozali kasus pembunuhan, adanya pembinaan kemandirian saya

masih bisa memberikan nafkah terhadap keluarga, dan mendapatkan
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upah atas pekerjaan yang dilakukan, hal ini sesuai dengan ketentuan
nafkah Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i yaitu bahwa nafkah
melihat dari kondisi suami.

Seorang suami berstatus narapidana yang tidak bisa memberikan nafkah,

yaitu:

1. Rianto kasus perampokan, tidak bisa memberikan nafkah dan istri
nusyiiz (membangkang), Fugaha® seperti, Asy sya’bi, Hammad,
Malik, Al Auza’i, Syafi’i serta Abu tsaur, sependapat bahwa jika istri
membangkang, ada yang berpendapat bahwa istri yang
membangkang tidak berhak memperoleh nafkah.

2. Rozak kasus pencurian, tidak bisa memberikan natkah terhadap
keluarganya, untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, istri
bekerja atas izin suami. Hal ini sesuai dengan ketentuan nafkah
Mazhab Maliki berpendapat bahwa kewajiban suami memberi nafkah
menjadi gugur jika ia dalam keadaan miskin atau tidak mampu
memberi nafkah, dan nafkah itu tidak menjadi hutang yang harus
dibayar jika sudah mampu.

Maka dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa suami yang
berada di penjara tetap berkewajiban memberikan nafkah terhadap

istrinya sesuai dengan kemampuannya.

Ketentuan nafkah menurut Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi’i,
Mazhab Hambali yaitu nafkah tetap wajib diberikan kepada istri menurut

dengan kemampuan suami. Hanya saja pendapat dari Madzab Maliki yang
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mengatakan bahwa kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur jika
ia dalam keadaan miskin atau tidak mampu memberi nafkah, dan nafkah

itu tidak menjadi hutang yang harus dibayar jika sudah mampu.

Dalam hal pemenuhan nafkah suami berstatus narapidana tidak
bertentangan/ sesuai dengan hukum Islam. Islam memberikan solusi
kemudahan bahwa nafkah sesuai dengan kemampuannya, dan seseorang

tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

. Tinjaun Hukum Positif Terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami

Berstatus Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya di
Porong

Seorang suami berkewajiban memberikan nafkah terhadap
istrinya. selama istri tersebut tidak nusyuz/masih istri sah (belum
bercerai). Pengaturan nafkah terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam,
Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kewajiban
nafkah suami yang diberikan kepada istri yang terdapat dalam Kompilasi

Hukum Islam adalah sebagai berikut:

Kewajiban nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam
pasal 80 mengatur kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya,

sebagai berikut:’

a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan
tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting
diputuskan oleh suami istri bersama.

® Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Tinggi, 2013),

150.
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b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

c. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi
kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi
agama, nusa, dan bangsa.

d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

1. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri.

2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi
istri dan anak.

3. Biaya pendidikan bagi anak.

e. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat (4) huruf
a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin dari istrinya.

f. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya
sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

g. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri
nusyuz

Dalam kompilasi hukum Islam telah dijelaskan bahwa nafkah yang
diberikan kepada istri adalah sesuai dengan pasal 80 huruf b yaitu sesuai
dengan kemampuannya. Seorang narapidana adalah keadaan dimana
seseorang itu berada LAPAS dengan keterbatasannya dalam hal mencari
nafkah. Keadaan suami yang berada di LAPAS dimana tingkah lakunya
terbatas untuk mencari nafkah. Karena dia harus mempertanggung

jawabkan perbuatan yang mereka lakukan.

Dari hasil wawancara peneliti dengan seorang suami berstatus
narapidana dalam pemenuhan nafkah mereka hanya bisa memberikan
nafkah sesuai dengan kemampuan mereka, dan ada juga yang tidak bisa
memberikan nafkah karena keterbatasannya dengan terpaksa istri yang
bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup. Ada juga yang
mempunyai usaha di rumah sehingga nafkah tersebut diambil dari usaha

yang dijalankan istri di rumah. Meskipun suami berstatus narapidana
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masih bisa memberikan nafkah karena selama di LAPAS mengikuti
pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan pihak ketiga. Mereka
mendapatkan upah atas pekerjaan yang mereka lakukan. Meskipun upah
tersebut tidak seberapa setidaknya mereka bisa membantu keluarga untuk

bisa memberikan nafkah terhadap istrinya.

Dijelaskan juga dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan dalam pasal 34 ayat (1) yang berbunyi: “Suami wajib
melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup

berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa suami memiliki
kewajiban untuk melindungi keluarga dan memberikan nafkah untuk

memenuhi keperluan keluarga.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa nafkah yang diberikan seorang
suami berstatus narapidana kepada istri menurut tinjauan Hukum Positif
(KHI, UU Perkawinan). Bahwa berdasarkan KHI, UU Perkawinan nafkah
yang diberikan kepada istri sudah sesuai dengan KHI dan UU
Perkawinan adalah sesuai dengan kemampuan suami. Keadaan narapidana
adalah keadaan dimana seseorang tidak bisa sepenuhnya memenuhi
kewajiban mereka terhadap keluarga apalagi dalam hal nafkah beruntung

apabila suami berstatus narapidana mempunyai usaha di rumah.

Jadi, kebutuhan sehari-hari keluarganya masih bisa tercukupi, lalu

bagaimana dengan suami berstatus narapidana yang tidak mempunyai
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usaha maupun kekayaan yang dikelola oleh istri. Dengan terpaksa istri
yang bekerja dan apabila tidak cukup maka, kebutuhan itu dibantu oleh
saudara-saudara, bahkan orang tua. Beruntung bagi suami berstatus
narapidana yang mengikuti pembinaan kemandirian yang bekerja sama
dengan pihak ketiga mereka masih bisa mendapatkan upah atas pekerjaan

yang mereka lakukan.

Tetapi ada juga narapidana yang mengikuti pembinaan
kemandirian tetapi tidak mendapatkan upah atas pekerjaan yang mereka
lakukan. Karena masih terbatasnya kendala yang ada di LAPAS. Setelah
wawancara terhadap Bapak Projo mengatakan bahwa, pembinaan
kemandirian bertujuan untuk membimbing narapidana agar kelak keluar
dari LAPAS seorang narapidana bisa menerapkan pembinaan kemandirian
yang mereka lakukan, dan tidak melakukan kejahatan lagi yang
melanggar hukum.

Tetapi, tidak semua dalam UU nomor 12 tahun 1995 tentang
pemasyarakatan terlaksana, dalam pasal 14 ayat 1 huruf g yaitu :
“mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan”. Sudah
terlaksana bagi pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan pihak
ketiga dan tidak terlaksana bagi pembinaan kemandirian yang terdapat
dari LAPAS yang tidak bekerja sama dengan pihak ketiga.

Pihak LAPAS masih mengusahakan bagi narapidana agar
mendapatkan upah atas pekerjaan yang melakukan. Jadi, UU tentang

Hak-Hak narapidana huruf g yaitu : “mendapatkan upah atau premi atas
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pekerjaan yang dilakukan”. Hanya pembinaan kemandirian yang

bekerjasama dengan pihak ketiga saja yang mendapatkan upah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap suami berstatus narapidana yang
ada di LAPAS. Bahwa seorang suami berstatus narapidana masih bisa
memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Nafkah yang
diperoleh dari pembinaan kemandirian yang mereka kerjakan di LAPAS
yang bekerja sama dengan pihak ketiga mereka mendapatkan upah atas
pekerjaan yang mereka lakukan. Nafkah juga diperoleh dari hasil usaha
yang dikelola oleh istri. Kemudian cara memberikan nafkah terhadap istri
adalah setiap bulan pada saat istri menjenguk. Kemudian untuk nafkah
atas usaha yang ada di rumah adalah setiap hari hasil dari keuntungan
usaha tersebut, dan ada juga seorang suami berstatus narapidana tidak
bisa memberikan nafkah. Jadi istri yang bekerja atas izin suami.

Tinjauan Hukum Islam tentang pemenuhan kewajiban nafkah suami
berstatus narapidana, bahwa suami yang berada di penjara tetap
berkewajiban memberikan nafkah terhadap istrinya sesuai dengan
kemampuannya. Ketentuan nafkah menurut Mazhab Hanafi, Mazhab
Syafi’i, Mazhab Hambali yaitu nafkah tetap wajib diberikan kepada istri
menurut dengan kemampuan suami. Hanya saja pendapat dari Mazhab
Maliki yang mengatakan bahwa kewajiban suami memberi nafkah

menjadi gugur jika ia dalam keadaan miskin atau tidak mampu memberi
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nafkah, dan nafkah itu tidak menjadi hutang yang harus dibayar jika

sudah mampu.

Dalam hal pemenuhan nafkah suami berstatus narapidana tidak
bertentangan/ sesuai dengan hukum Islam. Islam memberikan solusi
kemudahan bahwa nafkah sesuai dengan kemampuannya, dan seseorang

tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

Tinjauan Hukum Positif tentang pemenuhan kewajiban nafkah suami
berstatus narapidana, Bahwa berdasarkan KHI, UU Perkawinan nafkah
yang diberikan kepada istri sudah sesuai dengan KHI dan UU
Perkawinan adalah sesuai dengan kemampuan suami. Tetapi, dalam UU
nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan dalam pasal 14 ayat 1
huruf g yaitu : “mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang
dilakukan”. Sudah terlaksana bagi pembinaan kemandirian yang bekerja
sama dengan pihak ketiga dan tidak terlaksana bagi pembinaan
kemandirian yang terdapat dari LAPAS yang tidak bekerja sama dengan
pihak ketiga.
Saran
Dalam pelaksanaan UU  nomor 12 tahun 1995  tentang
pemasyarakatan. Masih belum bisa terlaksana semua, terutama pada hal
upah pada narapidana atas pekerjaan yang dilakukan sehingga ada
pembedaan dalam hal upah, tidak semua yang mengikuti pembinaan

mendapatkan upah atas pekerjaan yang mereka lakukan. Hanya yang
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bekerja sama saja dengan pihak ketiga yang mendapatkan upah.
Seharusnya, UU nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan
dalam hal upah seharusnya bisa terlaksana, sehingga seorang narapidana
yang telah berkeluarga bisa memberikan nafkah terhadap istri.

. Pada masyarakat, seharusnya lebih memperhatikan nasib keluarga

seseorang narapidana, tidak membeda-bedakan dan tidak dikucilkan.
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